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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 
2008 TENTANG KECAMA TAN 

DIKECAMATANRHEEKABUPATENSUMBAWA 

Aliridba 

Universitas Terbuka 
Aliridha.sbw@gmail.com 

Kata Kunci: lmplementasi, Kebijakan 

Penelitian ini merupakan studi tentang lmplementasi Kebijakan Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kecamatan Rhee Kabupaten 
Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat dimana dalam penerapannya masih 
dihadapkan berbagai hambatan - hambatan dalam berbagai aspek diantaranya 
keterbatasan sumber daya manusia, juga dalam aspek lainya seperti komunikasi, 

disposisi dan struktur organisasi masih ditemui berbagai hambatan sehingga 
berpengaruh pada kualitas pe1ayanan yang diberikan pada masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitikan k:ualitatif dan dilakukan untuk 

mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan proses implementasi 
kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di 
Kecamatan Rhee Kabupatten Sumbawa; dan mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mendukung dan menghambat Imp1ementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 
19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kecamatan Rhee Kabupatten Sumbawa. 

Subjek dalam penelitian ini adalah: ( 1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah; (2) Sekretaris Daerah; (3) DPRD Kabupaten; (5) Camat; (6) Kepa1a 
Desa/Lurah; (7) Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama; (8) masyarakat; dan unsur 
terkait lainnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kecamatan Rhee Kabupaten 
Sumbawa secara kese1uruhan dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, 
dan struktur birokrasi sudah terimplementasi dengan baik. Namun masih ditemui 
adanya hambatan dan tantangan terutama terkait dengan masaJah k:ualitas dan 
kuwantitas Sumber Daya Man usia serta Saran a dan Prasarana. 

Sedangkan faktor penghambat imp1ementasi kebijakan Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kecamatan Rhee Kabupatten Sumbawa, 
terutama terkait dengan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia dan ketersediaan 
Sarana dan Prasarana yang masih kurang memadai. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kecamatan Rhee 
Kabupaten Sumbawa disamping adanya Peraturan Peruodang-undangan yang jelas, 
juga didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten seperti 
yang dituangkan dalam kebijakan dan petunjuk pelaksanaannya. 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF POLICY THE GOVERNMENT REGULATION NUMBER 
19 YEAR OF 2008 ABOUT SUBDISTRICT AT RHEE SUBDISTRICT, DISTRICT OF 

SUMBAWA 

Aliridha 

The Open University 
Aliridhasbw@gmail. com 

Keyword: Implementation, Policy 

This research is a study about implementation of policy the Government Regulation 

Number 19 Year of 2008 about subdistrict at Rhee subdistrict , district of Sumbawa West 

Nusa Tenggara province where in it implementation is still meet with many restraints in all of 

aspects like communication, disposition and structure of bureaucracy still confronted many 

restraints so have influence to the quality of service that give to society. 

This research is using qualitative research design an did to descript, analyse and 

interpret the implementation process of policy the government regulation number 19 year of 

2008 abaout subdistrict at rhee subdistrict, district of Sumbawa and to identify factors that 

support and retard implementation of policy the government regulation number 19 year of 

2008 abaout subdistrict at Rhee subdistrict, district of Sumbawa 

Subject of this research are : (I) regent ;(2} vice of regent ;(3} secretary of district ; ( 4) 

legislative council of district; (5) head of subdistrict; ( 6} head of village; (?}society figure and 

spiritual figures; (8) society and the other element. 

The result of this research show of the implementation of policy the government 

regulation number 19 year of 2008 abaout subdistrict at Rhee subdistrict, district of Sumbawa 

in all of aspects such as communication aspect, resources, dispotition and structur of 

bureaucracy already in good implementation but still confronted restraints and challenges 

especially connected with quality and quantity of human resources with facilities and 

prefacilities. 

In the other side the restraint factors in implementation of policy the government 

regulation number 19 year of 2008 abaout subdistrict at Rhee subdistrict, district of S umbawa 

especially connected ·with the amount and the quality of human resources and existence of 

good facilities and prefacilities. 

This research have a concluision that the support factors implementation of policy the 

government regulation number 19 year of 2008 about subdistrict at Rhee subdistrict, district 

of Sumbawa beside existence of thee explicit constitution regulation also supported by 

existence a solid commitment from the district government look like that implemented in 

policy and direction of implementation. 
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BABIV 

BASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi objek penelitian 

1. Gambaran Umum 

Kecamatan Rhee merupakan salah satu dari 24 Kecamatan yang 

ada di Kabupaten Sumbawa yang terletak di Pulau Sumbawa bagian Barat 

dan merupak.an pemekaran dari Kecamatan Utan, bedasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2003 memiliki batas-batas 

wilayah adalah sebagai berikut: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Plores 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batu lanteh 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Badas 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Utan. 

Memiliki luas wilayah 23.082. yang terbagi dengan luas tanah 

kering seluas 22.694 hektar dan sawah sebanyak 388 hektar ( kecamatan 

Rhee dalam angka tahun 2012 ). 

Tabell . l 

No. Desa Tanah Sawah Tanah Kering Jumlah 

I Sampe 82. 7.608 7.690 
2 Luk 9. 3.407 3.416 
3 Rhee 133. 4.611 4.744 
4 RheeLoka 164. 7.068 7232. 

Total 388. 22.694 23.082 
-----
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Secara geografis memiliki lokasi yang cukup strategis karena 

rata-rata desa berada di sekitar ruas jalan negara yang merupakan lintas 

perdagangan yang menghubungkan antara propinsi dengan Kabupaten yang 

ada di pulau Pulau Sumbawa. 

Kondisi demikian, lebih lanjut akan mempengaruhi iklim dan curah 

hujan. Sebagairnana yang tercatat pada kantor pengamat pengairan 

Kecamatan Rhee, pada tahun 2012 terdapat hari hujan sebanyak 55 hari, 

dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan juni sebanyak 88 mrn. Jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan terlihat peningkatan, baik 

dalam hal banyaknya hari hujan maupun curah hujan. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

2. Penduduk 

Berdasarkan hasil Registrasi penduduk per 31 Desember 2012 

jumlah penduduk Kecamatan Rhee mencapai angka 7.019 jiwa, terdiri dari 

3.658 laki-laki dan 3.361 perempuan. Dibandingkan dengan luas wilayah 

Kecamatan seluas 230,82 Km2 maka setiap Km2 dihuni oleh 30 jiwa. Lebih 

lanjut dapat dilihat kondisi masing-masing desa, terdapat perbedaan antara 

desa satu dengan lainnya. Perbedaan yang sangat mencolok utamanya 

terjadi pada desa Rhee yang kepadatannya mencapai 80 jiwa per Km2 

sementara desa Sampe dihuni oleh 5 jiwa per Km2
• 
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Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel : 1.2. Jumlah penduduk menurut jenis Ire lam in 

No. De sa Laki-laki Perempuan jumlah 

1 Sampe 202. 173 375 

2 Luk 822. 720 1.542 

3 Rhee 1409. 1.337 2.746 

4 RheeLoka 1225. 1.131 2.356 

Total 3658. 3.361 7.019 

Sumber :Kecamatan Rhee dalam angka 2012 

Berbeda dengan jumlah penduduk, sex ratio untuk: desa-desa di 

Kecamatan Rhee terlihat hampir sama yaitu berkisar antara 1 0 hingga 136. 

Seluruh desa di wilayah Kecamatan memiliki ratio lebih dari 105 yang 

berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk 

perempuan. Sehingga sex ratio untuk: kecamatan Rhee sebesar 117, ini 

berarti setiap 1 00 orang penduduk perempuan di Kecamatan Rhee terdapat 

117 orang penduduk laki-laki, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pada 

tahun 2012 di Kecamatan Rhee jumlah penduduk perempuan lebih sedikit 

daripada jumlah penduduk laki-laki. 

Tabel 1.3.Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio di 

KecamatanRhee Dirinci per Desa Tahun 2012. 

No. Des a Laki- Laki Perempuan Jumlah Sex Ratio 

1 Sampe 208 153 361 136 

2 Luk 811 653 1.464 124 

3 Rhee 1.393 1.264 2.657 110 

4 Rhee Loka 1.373 1.214 2.587 113 

Total 3.785 3.284 7.069 115 
Sumber data : Kecamatan Rhee dalam angka tahun 2012 
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Adapun gambaran kepadatan penduduk dalam wilayah kecamatan Rhee dirinci 

per Desa sebagai berikut: 

Tabell.3.Kepadatan Penduduk di Kecamatan Rhee dirinci per Desa Tahun 2012 

No. De sa 
Luas Wilayah Jumlah Kepadatan Per 

(Km} Penduduk Km2 

1 Sampe 69.43 375 5 

2 Luk 81 .85 1.542 19 

3 Rhee 34.49 2.746 80 

4 Rhee Loka 45.05 2.356 52 

Total 230.82 7.019 30 
Sumber data : Kecamatan Rhee dalam angka tahun 2012 

Dari tabel 1.2 terlihat bahwa pola persebaran penduduk di Kecamatan Rhee 

ini sebenarnya tidak merata, ada desa yang memiliki jumlah penduduk yang 

sangat sedikit sekali yaitu desa Sampe yang memiliki kepadatan penduduk 5 

orang per Km2 dan yang terpadat yaitu desa Rhee dengan kepadatan penduduk 

sebesar 80 jiwa per Km2. 

jarak lebih kurang 8 Km dari pusat kecamatan sementara desa -desa yang lain 

rata - rata berjalak lebih kurang 2 Km dari pusat Kecamatan. 

Sedangkan menurut komposisi sosio-kultural masyarakatnya, 3 desa yang ada 

relatif heterogen, namun seperti halnya dengan daerah lain di sebagian besar 

wilayah Kabupaten Sumbawa maka suku Sumbawa merupakan suku yang 

terbesar, baru setelah itu kemudian diikuti oleh suku Lombok, Bali, 

Mbojo(Bima) danjawa. 
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3. Keadaan Internal 

Kadaan Internal Kantor Kecamatan Rhee saat ini adalah: 

a) Sumber Daya Man usia/ Aparatur Kecamatan 

Tabel 1.4.Pegawai Kantor Kecamatan Rhee Menurut Golongan 
Tahun 2012 

No. Go I. 
Struktural Stat Honor Kontrak Jumlah 

(org) loral lora) loral (org) 

1 1/d - 1 1 - 2 

2 II/ a - 2 - - 2 

~ 11/b - 7 - - 7 
- -

4 11/c - - - - -
5 11/d - - - - -
6 Ill/a - 1 - - 1 . 
7 111/b 1 - - 1 --
~ - 111/c 2 - - - 2 

~ 111/d 4 - - - 4 --
10 IV/a 1 - - - 1 

Jumlah 8 11 1 0 20 

Tabell.S.Pegawal Kantor Kecamatan Rhee Menurut Pendldikan 
Tahun 2012 

No. Pendidikan Struktural Stat Honor Kontrak Jumlah 
(org) (org) (org) (org) (org) 

1 52 1 1 - -
2 51 6 1 1 8 - - -
3 03 0 

4 5LTA 2 10 12 

Jumlah 9 11 1 0 21 
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Tabel 1.6.Pegawai Kantor Kecamatan Rhee Menurut Pendidikan 
Perjenjangan Tahun 2012 

No. Pendidikan Fonnal 
Struktural Staf Jumlah 

(org) (oro> CorQ) 

1 Oiklat Pim IV I Adum 5 5 

2 Diklat Plm Ill / Spama 0 
f-

3 Diklat Pim II / Spamen 

Jumlah 5 5 

b. Somber Daya Buatan Manusia (Sarana dan Prasarana Penunjang) 

Tabel 1. 7. Sarana dan Prasarana Penunjang yang ada di 
KecaltUltan Rhee Tahun 2012 
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No. Jenis Sarana I Prasarana Jumlah Keterangan 

1 Kantor Kecamatan 1 Unit Baik 

2 Rumah Dinas 1 Unit Baik 

3 Mobil Dinas 1 Unit Baik 

4 Sepeda Motor 3 Unit Baik 

5 File Kabinet 4 Unit Baik 

6 Meja 1/2 Biro 12 Unit 11 Baik, 1 Rusak 

7 Kursi Eselon 3 Unit Baik 

8 Kursi Upat 8 Unit Baik 

9 Kursi Tamu (Sudut) 2 Unit Baik 

10 Kursi Rapat (plastik) 50 unit Baik 

11 Brankas 1 Unit Baik 

12 Komputer dan note book 6 Unit Baik 

13 Meja Komputer 2 Unit Baik 
14 UPS 2 Unit Baik 

15 Printer 5 Unit 4 Baik, 1 Rusak i 
16 MesinTik 2 Unit 1 Baik, 1 Rusak I 
17 Lemari Arsip 4 Unit Baik 

18 Radio SSB 1 Unit Baik 

19 Sound System 1 Set Baik 
20 Mic Stand 4 Unit 2 Baik, 2 Rusak 

21 Microfon 1 Unit 2 Baik, 2 Rusak 
22 KipasAngin 4 Unit Baik 
23 Meja Rapat 1 Unit Baik 
24 Mimbar 1 Unit Baik 
25 Papan Jnformasi 1 Unit Baik 
26 Lemari Pakaian 1 Unit Baik 
27 Meja Makan 1 Unit Baik 

28 Tempat Tidur 1 Unit Baik 
29 Mesin Hitung 1 Unit Baik 
30 Kursi Ke~a 2 Unit Baik 
31 Genset 2 unit baik 
32 Mesin potong rumput 2 Unit Baik 

33 Kulkas 2 Unit Baik 

34 Televisi 1 Unit Baik 

35 Ac 2 Unit Baik 
' 
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5. Keadaan Eksternal 

Berdasarkan tugas dan fungsi menurut Perda No. 5 Tahun 2008 

tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan 

Kelurahan di Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 

23 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada 

Camat, maka tugas dan fungfs kecamatan adalah melaksanakan sebagian 

kewenangan pemerintah yang diberikan oleh Bupati dalam rangka 

koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unitllnstansi tingkat 

kabupaten melalui pelaksanaan teknis yang ada di kecamatan antara lain: 

1. Setda yang mengurus pemerintahan urnum. 

2. Dinasllnstansi teknis yang mengurus Pertambangan dan Energi, 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Perhubungan, Pariwisata dan 

Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Pertanian, Petemakan, Pekerjaan 

Umum, Pendidikan, Perindag dan Koperasi, Kehutanan dan 

Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Pendapatan dan Asset Daerah, 

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Pemberdayaan Masyarakat, 

Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup, Kesbang Linmas, 

Pengawasan, Arsip dan Perpustakaan, Kependudukan dan Catatan Sipil, 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Ketentraman dan 

Ketertiban, Pelayanan Kesehatan. 
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B. Basil penelitian dan Pembahasan 

1. Implementasi Kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2008 di Keatmatan Rhee 

a. Komunikasi 

Ada tiga hal dalam komunikasi ini yang perlu mendapatkan 

perhatian: (1) Transmisi; (2) Kejelasan (Clarity); dan (3) Konsistensi. 

Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus 

disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya. Seringkali masalah 

transmisi terjadi manakala pelaksana tidak menyetujui kebijakan 

( disposisi) terse but dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau 

bahkan menutup komunikasi yang diperlukan. Masalah transmisi juga 

terjadi manakala kebijakan yang akan diimplementasikan harus melalui 

struktur birokrasi yang berlapis atau karena tidak tersedianya saluran 

komunikasi yang memadai (sumberdaya). 

Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan da.lam sebuah 

kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan 

sebagaimana yang telah diputuskan. Namun hal tersebut tidak selalu 

terjadi. Ada berbagai alasan yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak 

dirumuskan secara jelas, diantaranya adalah: (a) kerumitan dalam 

pembuatan kebijakan yang terjadi antara eksekutif dan legislatif, 

sehingga mereka cenderung menyerahkan detil pelaksanaannya pada 

bawahan; (b) Adanya opisisi dari masyarakat atas kebijakan tersebut; (c) 

Kebutuhan mencapai konsensus antara tujuan yang sating bersaing saat 

merumuskan kebijakan terse but; (d) Kebijakan baru yang para 
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perumusnya belum terlalu menguasai masalah (tentang ini sering 

dikatakan sebagai upaya untuk menghindar dari tanggung jawab ). 

lmplementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi 

yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik namun 

dengan perintah yang tidak konsisten akan menyebabkan 

membingungkan pelaksana. Banyak hal yang bisa menyebabkan arah 

kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya karena : i). Kompleksitas 

kebijakan yang harus dilaksanakan; ii). Kesulitan yang biasa muncul saat 

memulai implementasi sebuah kebijakan baru; iii). Kebijakan memiliki 

beragam tujuan dan sasaran, aau kadang karena bertentangan dengan 

kebijakan yang lain; iv). Banyaknya pengaruh berbagai kelompok 

kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut. 

Komunikasi kebijakan dilaksanakan dalam rangka menyamakan 

persepsi dan langkah secara integral dari semua pihak, baik Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupn 

Desa!Kelurahan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan 

pengetahuan khususnya bagi para Kepala SKPD, Camat. Lurah dan 

Kepala Desa serta masyarakat tentang keudukan dan fungsi Camat 

berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2008. 

Selanjutnya dilaksanakan proses transmisi yakni transformasi 

kebijakan dari para implementor kepada staf pelaksana dan para penerima 

manfaat maupun kepada SKPD terkait. Proses ini dilaksanakan melalui 

pertemuan langsung, rapat-rapat koordinas~ melalui media massa, dan 

dalam bentuk sosialisasi. 
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Komunikasi yang dibangun dalam rangka implementasi kebijakan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, dikemas dalam bentuk 

sosialisasi kepada semua pihak terkait, baik jajaran pemerintah 

kabupaten, kecamatan, desalkelurahan, sampai kepada masyarakat. 

Seperti dikatan Camat Rhee, H. Abdul Muis, S.AP., bahwa sebagai 

camat ia memahami tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan PP 

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. "Saya cukup paham tentang 

implementasi PP Nomor 19 Tahun 2008, jik.a lcurang jelas tetap jkita 

Jcoordinasi dengan pemk.ab Sumbawd, (Wawancara tanggal 01 Agustus 

2013). 

Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sumbawa,Erwansyah, S.Ip, M.Ec.dev., mengemukakan bahwa: 

"PP 19 tahun 2008 sudah culcup memayungi kecamatan 
tetapi ada beberapa kebijak.an yang tidak bisa dittangani 
k.arena SDM dan dulcungan dana yang lcurang" 
(Wawancara tanggal 30 Juli 2013). Wa/aupun ia 
mengalcui secara normaJif lcurang maksimal. "Secara 
normativ lcurang maksimal dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya (tugas dan fungsi kecamatan) ". (Wawancara 
tanggal 30 Juli 20 13). 

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa, M. Saad, S.Ap., 

ketika ditanya tentang penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 

berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, menjelaskan 

sebagai berikut: 

"Penyelenggaran pemrintahan menurut PP nomor 19 
tahun 2008 sudah sangat jelas namun dalam 
pe/akasanaannya masih terkendala dengan ketersedian 
SDM dan masih rancunya struktur pe/ayanan yang masih 
tumpang tindih dimana hubungan pelayanan dari tingk.at 
bawah terk.adang sering me/angk.ahi pemerintah 
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kecamattan dalam hal ini pemerintah desa terkadang 
/angsung meneyelesaikan urusannya ke ling/cat 
pemerintah lcabupaten". (Wawancara tanggal 31 Juli 
2013). 

Berkairan dengan kedudukan Kecamatan berdasarkan PP 

Nomor 19 Tahun 2008, M. Saad, S.Ap., menjelaskan bahwa: 

"Secara oormative lwordinasi antara kecamatan dan 
pemrintah desa serta pemerintah kabupaten harus 
memiliki persepsii dan pandangan harus sama sehiingga 
tidak menghambat pe/ayanan kepada 
masyarakat. "(Wawancara tangga131 Juli 2013). 

b. Sumberdaya 

Sumberdaya yang diperlukan dalam implementasi menurut 

Edwards III adalah: 

(a) Staff: yang jumlah dan skills (kemampuannya) sesuai dengan yang 

dibutuhkan. 

(b) Infonnasi.Infonnasi berbeda dengan komunikasi. Yang diperlukan di 

sini adalah: (a) Informasi yang terkait dengan bagaimana 

melaksanakan kebijakan tersebut (Juklak-Juknis) serta, (b) Data 

yang terkait dengan kebijakan yang akan dilaksanakan. 

(c) Kewenangan. Kewenangan yang dibutuhkan dan harus tersedia bagi 

implementor sangat bervariasi tergantung pada kebijakan apa yang 

harus dillaksanakan. Kewenangan tersebut dapat berwujud: 

membawa kasus ke meja hijau; menyediakan barang dan jasa; 

kewenangan untuk memperoleh dan menggunakan dana, stat: dll 

kewenangan untuk meminta kerjasama dengan badan pemerintah 

yang lain, dll. 
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(d) Fasilitas. Kendati implementor telah memiliki jumlah staf yang 

memadai, telah memahami apa yang diharapkan darinya dan apa 

yang harus dilaksanakan, juga telah memperoleh kewenangan yang 

diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan, namun tanpa 

fasilitas fisik yang memadai, implementasi juga tidak akan efektif. 

Fasilitas fisik ini beragam tergantung pacta kebutuhan kebijakan : 

ruang kantor, komputer, dll. 

Faktor sumberdayadalam implementasi kebijakan PP Nomor 19 

Tahun 2008 tentang Kecamatan, dalam implementasinya di Kecamatan 

Rhee, Kabupaten Sumbawa,terkait dengan kebutuhan sumberdaya 

manusia, anggaran, peralatan maupun sumberdaya informasi dan 

kewenangan. 

Dari basil observasi dan wawancara di ditemukan bahwa aspek 

sumber daya dianggap masih belum memadai, baik menyangkut 

kebutuhan sumberdaya manusia, anggaran, peralatan maupun 

sumberdaya informasi dan kewenangan. 

Sumberdaya manusia di Kecamatan Rhee baik jumlh maupun 

kualitasnya masih belum memadai. Seperti dikatakan Kepala Bagian 

Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Erwansyah, 

S.Ip, M.Ec.dev., sebagai berikut: 

"PP 19 tahun 2008 sudah cukup memayungi kecamatan 
tetapi ada beberapa kebijalran yang tidalc bisa dittangani 
lrarena SDM dan dukungan dana yang kurang" .. 

"Masih ada beberapa masalah yang tidak bisa 
dise/esailran seperti batas desa, d/1 lrarena kecamatan 
belum dilenglrapan SDM dan sumber pendukung dalam 
pe/alrsanaan kebijalcan". 
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"Semua keluhan carnal belum semuanya bisa dilaksanahm 
karena keterbatasan jum/ah SDM dan pagu anggaran 
yang diberikan kepada kecamatan. " 

"Sudah banyak /regia/an yang disampaikan kepada 
kecamatan karena SDM yang rendah sehingga agak sulit 
di/aksanakan. ' ' 
(Wawancara tanggal30 Juli 2013). 

Hal senada dikemukakan oleh Kepala Bagian Organisasi 

Sekretariat Daerah Kabupaten Subawa, A. Malik Ali, SH., 

mengemukakan: "Secara normative kedudukan camat cukup kuat namun 

masih terkendala dengan ketersediaan SDM/aparatur yang yang belum 

memadai.'' 

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa, M.Saad, S.Ap., juga 

mengemukakan bahwa: "SDM pendukung belum memadai oleh karena 

itu diperlukan peningkatan pengetahuan aparatur pemerintah 

kecamatan." 

Hal ini juga diakui oleh Camat Rhee, H. Abdul Muis, ketika dianya 

tentang SDM pelaksana di Kecamatan yang dipimpinnya. "Belum cukup 

memadai dari segi kualitas" 

Selain terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), 

sumberdaya anggaran juga dirasakan masih sangat kurang, terutama 

biaya operasional. Dalam kaitan ini, Kepala Bagian Pemerintahan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Erwansyah, S.lp, M.Ec.dev ., 

mengemukakan: "Semua keluhan camat belum semuanya bisa 

dilaksanakan karena keterbatasan jumlah SDM dan pagu anggaran 

yang diberikan kepada kecamatan." 
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Ketika ditanyan tentang aspek anggaran di Kecamatan, Ketua 

Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa, M.Saad, S.Ap., juga 

mengemukakan: 

"Ka/au melihat dari lcondisi financial sudah culwp 
mendukung apa/agi dari tahun ke tahun anggaran sudah 
diupayakan secara maksimal untuk mendukung semua 
kegiatan kecamatan." (Wawancara tangga131 Juli 2013). 

Sumberdaya informasi termasuk kewenangan juga belum cukup 

mendukung. Hal ini dapat dilihat dari pemyataan Camat Rhee, 

Kabupaten Surnbawa. Ketika ditanya tentang harnbatan-hambatan yang 

dihadapinya dalam melakukan koordinasi, pembinaan,pembimbingan, 

pendampingan dan pengawasan terhadap tugas-tugas yang ada ditingkat 

kecamatan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebelum 

dan sesudah penerapan peraturan pemerintah nomnor 19 tahun 2008 

tentang kecamatan, Camat Rhee, Kabupaten Sumbawa, H.Abdul Muis, 

S.AP., menjelaskan: . 

"Terkadang program yang masuk dikecamatan yang 
dilaksanakan baik o/eh pusat maupun pemprov maupun 
kabupaten ada yang tidak diketahui oleh camat sehingga 
kami kesulitan untuk melaakukan pengawasan. " 
(Wawancara, tanggl 01 Agustus 2013). 

Dalam kaitan ini, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten 

Surnbawa, M. Saad, S.Ap., mengemukakan sebagai berikut: 

"Seyogyanya kebijakan bupati harus melalui kecamatan 
dan harus mengetahui kecamatan ". 

"Paling tidahk harus ada perda lchusus yang yang 
mengatur antara kecamatan dan desa sehingga ada 
kebersamaan " 
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c. Disposisi, Kecenderungan-kecenderungan 

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap 

kebijakan atau program yang hams mereka laksanakan karena setiap 

kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat 

dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang 

diharapkan. Terdapat tiga unsur utama yang mempengaruhi kemampuan 

dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan yaitu: 

(a) Kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanan terhadap 

kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangatlah penting 

bagi aparat pelaksana lebih-lebih apabila sistem nilai yang 

mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat 

kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan 

efektif. Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan 

yaitu ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan 

harapan-harapan yang disampaikan oleh masyarakat dapat 

menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif. 

(b) Araban dan tanggapan pelaksanan, hal ini meliputi bagaimana 

penerimaan, ketidakberpihakan maupun penolakan pelaksana dalam 

menyikapi kebijaksanaan. 

(c) Intensitas respon atau tanggapan pelaksana.Karakter dari pelaksana 

akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam 

mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu 

yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan 

kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam 
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mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan 

dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi 

kepentingan pribadinya, sehingga dengan sikap pelaksana tersebut 

dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. 

Faktor disposisi merupakan sikap dari implementor dalam 

melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan sebelurnnya 

Implementor dalam hal ini adalah Camat, staf Kecamatan, termasuk 

kaitannya dengan Kelurahan dan Desa, serta masyarakat. 

Camat Rhee, perangkat kecamatan, staf dan seluruh yang terk.it 

dengan kecamatan yang merupakan implementor kebijakan berkeinginan 

dan berkecenderungan untuk mau dan terus mengimplementasikan 

kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. 

Hal ini bisa dilihat dari tanggapan Camat Rhee, H Abdul Musi 

dalam wawancara tanggal 01 Agustus 2013. 

Ditanya tentang bagaimana tanggapannya terhadap keluhan-

keluhan unit-unit pelaksana teknis dinas kecamatan dalam melaksanakan 

tugas-tugas teknis yang memerlukan bantuan pihak kecamatan, Camat 

Rhee, H.Abdul Muis, mengemukakan: 

"Pemerintah kecamatan tetap melayani jilca ada keluhan 
dari KUPT-KUPT ditinglcat kecamatan lcami langsung 
meneruskan ke tinglcat kabupaten terhadap masalah­
masalah yang mereka ke/uhkan". 

Ditanya tentang bagaimana tanggapannya mengenai aspirasi 

atau keinginan masyarakat desa, berkaitan dengan perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan di desa, Camat Rhee, H.Abdul Muis, 

mengemukakan: 
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"Kami sangat mendukung aspirasi masyarakoat untuk 
membangun desa namun harus sesuai dengan aturan 
yang berlaku dan tidak menciderai adat istiadat dan 
budaya." 

Ditanya tentang pemahaman dan tanggapannya tentang 

pennasalahan yang sangat menonjol akhir-akhir in~ terutama 

hubungannya dengan koordinasi terhadap tugas-tugas teknis ditingkat 

kecamatan dan koordinasi antar desa, Camat Rhee, H.Abdul Muis, 

mengemukakan: 

"Terhadap dinas-dinas tekhnis yang ada dilrecaamatan 
Ielah dilakukon lroordinasi-lwordinasi agar mereko dappal 
membantu tugas camat berkoittan dengan tugas-tugas 
tekhnis dilapangan. 

Ditanya tentang produk aturan dalam bentuk perda, keputusan 

bupati atau surat edaran yang disampaikan oleh bupati berkaiatan dengan 

fungsi dan kedudukan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

kecamatan, Camat Rhee, H.Abdul Muis, mengemukakan: 

"Sangat diperlukon sebagai dasar dalam pelaksanaan 
aturan tugas ditingkot lrecamatan sehingga 
penerappannya dengan mudah dapat dipahami untuk 
dilaksanakon dengan sebaik-bailrnya ". 

Ketika ditanyan tentang bentuk tugas dan fungsi yang bagaimana 

yang diberikan oleh bupati, berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan, Camat Rhee, H.Abdul Muis, mengemukakan: 

"Koordinasi, perencanaa, pembinaan, pengawsan, 
evaluasi lregiattan,pembangunan sosial 
lremasyarakotan melalui partisipasi, melaksanalcan 
lcamtibmas bersama seluruh elemen masyarakot, polri 
danTNf'. 

Namun demikian, sikap ini perlu ditingkatkan sehingga benar-

benar terwujud meojadi suatu komitmeo yang utuh yang mencerminkan 
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bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan PP 19 Tahun 2008 

demikian penting dan strategis. 

d. Struktur Birokrasi 

Struktur Birokrasi Edwards ill adalah mekanisme kerja yang 

dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. la 

menekankan perlu adanya StandartOperating Procedure (SOP) yang 

mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika 

pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga 

mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan manakala 

implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan 

banyak institusi untuk mencapai tujuannya. 

Struktur birokrasi juga dirasakan masih menjadi kendala dalam 

implementasi kebijakan PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Hal ini 

terkait dengan maih adanya hambatan dalam pelaksanaan PP 19 Tahun 

2008. Belum adanya gerakan yang sama di Kecamatan, yaitu belum 

diikuti dengan strategi dan langkah yang sama atau memadai oleh 

Kecamatan sampai dengan Desa. 

Kepala Desa Rhee Loka, Ramli, S.AP., ketika ditanya tentang 

adanya hambatan birokratik, jika ada urusan yang berhubungan dengan 

kecamatan apakah ditemui hambatan birokratis yang sangat berbelit-belit 

atau sebaliknya, j ika dibandingkan dengan sebelum penerapan Peraturan 

Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan, Kepala Desa Rhee 

Loka menjawab singkat: ''TIDAK". 
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Walaupun ketika ditanya tentang PP 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan mengemukakan: "Belum begitu paham lrarena belum ada 

sosialisasi terhadap pp tersebuf'. (Wawancara tanggal 01 agustus 2013). 

Namun, ketika ditanya pemahaman dan tanggapannya tentang 

fungsi, tugas dan keberadaan pemerintahan kecamatan sebelum dan 

sesudah penerapan Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008, ia 

mengemukakan: 

"Menurut lrami fungsi tugas sudah cukup jelas diatur 
dalam perda sehingga lrami cukup memahami 
walaupun dalam pe/aksnaanya ada yang perlu 
dilwordinasilran baik dengan pemerintah kecamatan 
maupun dengan pemerintah lrabupaten baik sebelum 
maupun sesudah penerapan PP nomor 19 tahun 2008". 
(Wawancara,tanggal 01 agustus 2013). 

Ditanya tentang bagaimana sarannya tentang tugas dan fungsi 

camat yang seharusnya, Kepala Desa Rhee Loka, Ramli,S.AP 

mengemukakan: 

"Diharaplran pemerintah kecamatan dapat melakulran 
pembinaan kedesa-desa setiap bulannya baik pembinaan 
administrasi pemerintahan maupun pemhinaan aparatur 
desa supaya lrami dapat lebih memahami keberadaan 
pemrintah kecamalan".(Wawancara tanggal 01 agustus 
2013). 

Ditanya tentang, apakah ada kesulitan dengan kedudukan 

pemerintah desa yang saat ini secara structural tidak lagi berada dibawah 

pemerintah kecamatan, jika ada bentuk hubungan yang bagaimana 

sebaiknya diterapkan, Kepala Desa Rhee Loka menjelaskan: 

"Tidak ada kesulilan lrarena pemerintah kecamatan 
se/alu dapat melayani jilra diperlulran untuk lwordinasi 
dan lwnsultasi." 
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l. Faktor Pendukung dan Pengbambat Implementasi Kebijakan 

Dala.m mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat 

implementasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2-008 tentang Keca.matan di 

Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, dikemukakan sebagai berikut: 

Pertama, faktor pendukung. Faktor pendukung implementasi 

kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Keca.matan, antara Jain 

sebagai berikut: 

1) Adanya komitmen yang kuat dari Bupati Sumbawa dala.m penerapan PP 

19 Tahun 2008 tentang Keca.matan. Hal ini dikemukakan oleh Bupati, 

Dja.maluddin Malik dalam berbagai kesempatan rapat koordinasi dan 

dalam pertemuan dengan para camat di Kabupaten Sumbawa. 

Seperti dikatakan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sumbawa, A.Malik, SH bahwa peran kecamatan cukup 

bagus. Seperti dikatakannya: 

"Kedudukan kecamatan menurut pp 19 tahun 2008 sudah 
culcup bogus karena kecamatan merupakan bagian dari 
perangkat daerah." Karena itu A. Malik mengharapkan 
agar: "Kedudukan kecamatan lcedepan horus 
diperhatikan." 

l) Dilaksanakannya sosialisasi PP Nomor 19 Tahun 2008 kepada para 

Ca.mat, Kepala SKPD dan masyarakat. 

3) Terbangunnya komitmen dari Camat sebagai Kepala Satuan kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten dalam implementasi kebijakan 

PP 19 Tahun 2008 tentang Keca.matan. 

Kedua, faktor pengbambat. Faktor pengha.mbat implementasi 

kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Keca.matan, di Kecamatan 

Rhee, Kabupaten Sumbawa dapat dikemukakan sebagai berikut: 
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1) Jumlah dan kualitas SDM di Kecamatan yang dirasakan masih rendah. 

Hal ini terkait dengan penempatan personal yang tidak sesuai dengan 

kompetensinya, dan prosedur kerja kurang dipahami dengan baik dan 

benar. 

2) Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam 

mengimplementasikan kebijakan PP 19 Tahun 2008, termasuk 

didaJamnya anggaran. 

3) Belum adanya Peraturan Daerah yang khusus mengenai Kecamatan. 

C. Pembabasan 

Terkait dengan temuan lapangan yang berkaitan dengan implementasi 

kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2008 di Kecamatan Rhee, Kabupaten 

Sumbawa, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Implementasi Kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2008 di Kecamatan Rhee 

a. Komuuikasi 

Faktor komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi, 

kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Hal ini 

dimaksudkan agar semua pihak yang bertanggungjawab dalam 

mengimplementasikan kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2008 mengetahui 

dengan baik dan benar apa yang harus dikerjakan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya. 

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan 

dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif. Semakin baik 
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pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka semakin 

tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan secara benar. 

Dalam kejelasan infonnasi biasanya terdapat kecenderungan untuk 

mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar 

kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan infonnasi berdasarkan 

pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut 

adalah dengan membuat prosedur melalui pemyataan yang jelas mengenai 

persyaratan, tujuan, menghiJangkan pilihan dari multi intrepetasi, 

melak.sanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara 

terinci. 

Pengaruh dimensi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), 

struktur birokrasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja baik secara 

parsial (terpisah sendiri-sendiri) maupuan secara simultan. Namun demikian, 

ditemukan hambatan komunikasi dimana terdapat disiplin rendah dan 

pemahaman tugas serta tanggung jawab yang kurang dari petugas pelaksana 

kebijakan, hal ini tidak terlepas dari tingkat pendidikan, dan kemamampuan 

aparatur dalam berkomunikasi. 

Menurut Agustino (2006:157); "komunikasi merupakan sa/ah-satu 

variabel penting yang mempengaruhi imp/ementasi kebijakan publilc, 

komunikasi sangat menentulcan keberhasilan pencapaian tujuan dari 

implementasi /cebijakan publiJr!•. 

Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat 

keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Infromasi 

yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui 
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komunikasi yang baik. Terdapat tiga indik.ator yang dapat digunakan dalam 

mengkur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino 

(2006: 157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu: 

1. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali teljadi 

masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian 

(miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang 

harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan 

terdirtorsi di tengah jalan. 

2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan 

(street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan atau 

tidak ambigulmendua. 

3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 

komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau 

dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka 

dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. 

Karena itu, dalam komunikasi, pembuat kebijakan 

mentransmisikan kebijakan kepada personalia yang tepat dengan cara 

yang jelas, akurat dan konsisten. Hal ini dimaksudkan agar implementor 

kebijakan tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan 

kebijakan. Karena itu, keakuratan komunikasi kebijakan dan keakuratan 

dalam menyampaikan kebijakan kepada implementor kebijakan akan 

mengurangi rintangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan barang 

milik daerah. 
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Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan tepat, maka 

ukuran implementasi haruslah jelas agar pihak yang 

mengimplementasikan kebijakan tabu dengan persis apa yang harus 

dilakukan. Hal lainnya adalah konsistensi dalam komunikasi kebijakan 

agar implementor dapat melaksanakannya secara efektif. 

Proses penyampaian infonnasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun 

2008 di Kabupaten Sumbawa, dilaksanakan oleh berbagai pihak dan 

menggunakan berbagai macam saluran atau media.Hal yang sering 

terjadi dalam komunikasi kebijakan adalah distorsi komunikasi sebagai 

akibat dari penggunaan media komunkasi yang tidak efektif atau karena 

komunikasi yang tidak langsung diterima oleh implementor kebijakan. 

Berdasarkan basil penelitian Edward III yang dirangkum dalam 

Winamo (2005:127) Terdapat beberapa hambatan umum yang biasa 

terjadi dalam transmisi komunikasi yaitu: 

"Pertama, terdapat pertentangan antara pelaksana kebijakan 

dengan perintah yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan. 

Pertentangan seperti ini akan mengakibatkan distorsi dan hambatan 

yang langsung dalam komunikasi kebijakan. Kedua, informasi yang 

disampaikan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi.Distorsi 

komunikasi dapat terjadi karena panjangnya rantai informasi yang 

dapat mengakibatkan bias informasi.Ketiga, masalah penangkapan 

informasi juga diakibatkan oleh persepsi dan ketidakmampuan para 

pelaksana dalam memahami persyaratan-persyaratan suatu kebijakan". 
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Menurut Winarno (2005:128) Faktor-faktor yang mendorong 

ketidakjelasan informasi dalam implementasi kebijakan publik 

biasanya karena kompleksitas kebijakan, kurangnya konsensus 

mengenai tujuan-tujuan kebijakan publik, adanya masalah-masalah 

dalam memulai kebijakan yang baru serta adanya kecenderungan 

menghindari pertanggungjawaban kebijakan. 

Pertanyaan berikutnya, bagaimana menjabarkan distori atau 

hambatan komunikasi? Proses implementasi kebijakan terdiri dari 

berbagai aktor yang terlibat mulai dari manajemen puncak sampai 

pada birokrasi tingkat bawah. Komunikasi yang efektif menuntut 

proses pengorganisasian komunikasi yang jelas ke semua tahap tadi. 

Jika terdapat pertentangan dari pelaksana, maka kebijakan tersebut 

akan diabaikan dan terdistorsi. Untuk itu, Winamo (2005: 129) 

menyimpulkan: "semakin banyak lapisan atau aktor pelaksana yang 

terlibat dalam implementasi kebijakan, semakin besar kemungkinan 

hambatan dan distorsi yang dihadapi". 

Dalam mengelola komunikasi yang baik perlu dibangun dan 

dikembangkan saluran-saluran komunikasi yang efektif.Semakin baik 

pengembangan saluran-saluran komunikasi yang dibangun, maka 

semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan 

secara benar. 

Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan 

untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan 

atas dasar kepentingan sendiri dengan cara mengintrepetasikan 
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infonnasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk 

mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur 

melalui pemyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, 

menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanak.an prosedur 

dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci. 

Berdasarkan basil penelitian tentang implemetasi kebijakan 

pengembangan usaha mikro terhadap kinerja Lembaga Keuangan 

Mikro (LKM) di Cianjur yang dilakukan Patriana (2005:i) bahwa: 

"Pengarub dimensi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana 

( disposisi), struk:tur birokrasi mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja LKM baik secara parsial (terpisah sendiri-sendiri) 

maupuan secara simultan.Namun demikian, ditemukan hambatan 

komunikasi dimana terdapat disiplin rendah dan pemahaman tugas 

serta tanggungjawab yang kurang dari petugas pelaksana kebijakan". 

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan 

kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan 

mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan 

publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses 

komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi 

kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk 

menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat 

berperan. 

Hasil pengamatan di Kecamatan Utan Rhee, wawancara dengan 

berbagai pihak, menunjukkan bahwa faktor komunikasi dalam 
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implementasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2008 sudah berjalan 

cukup baik. Komunikasi yang dibangun dalam rangka implementasi 

kebijakan PP n0mor19 Tahun 2008 telah berjalan baik melalui 

komunikasi langsung maupun melalui berbagai media, pelatihan dan 

pendidikan, serta sosialisasi kebijakan. Terbangunnya komunikasi 

yang baik terhadap kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2008 disebabkan 

oleh substansi komunikasi yangjelas. 

Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan PP Nomor 19 

Tahun 2008 disamping dilaksanakan oleh para implementor (Camat}, 

juga menjadi penekanan pada setiap kesempatan dari Bupati 

Sumbawa. Hal ini dilakukan Bupati, Wakil Bupoati, Sekretaris 

Daerah, dan Kepala Bagian Pemerintahan serta Kepala Bagian 

Organisasi dalam berbagai kesempatan. 

Selanjutnya dilaksanakan proses transmisi yakni transformasi 

kebijakan dari para implementor kepada staf pelaksana dan para 

penerima manfaat maupun kepada SKPD pendukung. Proses ini 

dilaksanakan melalui pertemuan langsung dan rapat-rapat koordinasi. 

b. Sumber-Sumber 

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap 

sumberdaya (resources).Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, 

Schermerchom, Jr (1994: 14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: 

"Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People". 

SementaraHodge ( 1996: 14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: 
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"Human resources, Material resources, Financial resources and 

Information resources". Pengelompokkan ini diturunkan pada 

pengkategorikan yang lebih spesiftk yaitu sumberdaya manusia ke 

dalam: "Human resources- can be classified in a variety of ways; labors, 

engineers, accountants, faculty, nurses, etc". Sumberdaya material 

dikategorikan ke dalam: "Material resources-equipment, building, 

facilities, material, office, supplies, etc. Sumberdaya finansial 

digolongkan menjadi: "Financial resources- cash on hand, debt 

financing, owner's investment, sale reveue, etc". Serta sumber daya 

informasi dibagi menjadi: "Data resources-historical, projective, cost, 

revenue, manpower data etc". 

Edwards m ( 1980: 11) mengkategorikan sumber daya organisasi 

terdiri dari: "Staff, information, authority, facilities; building, equipment, 

land and supplies ". Edward ill ( 1980: I) mengemukakan bahwa 

sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang 

didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; "Insufficient resources will 

mean that laws will not be enforced, services will not be provided and 

reasonable regulation will not be developed ". 

"Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi 

sebagai suatu sistem yang mempunyai imp1ikasi yang bersifat ekonomis 

dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya 

atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang 

merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke 
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dalam output.Sedang secara teknologis, surnberdaya bertalian dengan 

kemampuan transfonnasi dari organisasi". (Tachjan, 2006: 135). 

Menurut Edward ill dalam Agustino (2006: 158-159), 

surnberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang 

baik. lndikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhrnana 

sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari: 

1. Staf. Surnber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf 

atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi 

dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh 

staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak 

kompeten dalam bidangnya. Penambahan jurnlah staf dan 

implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi 

kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian 

dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam 

mengimplementasikan kebijakan. 

2. lnfonnasi. Dalam implementasi kebijakan, infonnasi mempunyai dua 

bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara 

melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan 

dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang 

telah ditetapkan. 

3. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar 

perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan 

otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan 

kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, 
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maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, 

sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi 

dalam konteks yang lain, ketika wewenang fonnal tersedia, maka 

sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di 

satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi 

kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala 

wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya 

sendiri atau kelompoknya. 

4. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi 

kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukup~ 

kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung 

(sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak 

akan berhasil. 

Faktor surnberdaya dinyatakan oleh semua infonnan belum 

memadai, baik menyangkut kebutuhan sumberdaya manusia, anggaran, 

peralatan maupun sumberdaya infonnasi dan kewenangan. Efektifitas 

irnplementasi kebijakan sangat ditentukan oleh jumlah dan kualitas 

sumber daya yang ada. Sebab sumberdaya bisa menjadi faktor yang kritis 

dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. 

Sumberdaya yang penting dalam implementasi kebijakan PP 

Nomor 19 Tahun 2008 adalah kecukupan personil dan kemampuan yang 

memadai pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan. 

Artinya, bahwa staf di Kantor Camat haruslah staf yang tepat untuk 

melakukan tugasnya, memiliki informasi yangjelas, menguasai kebijakan 
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yang ada, memiliki otoritas dalam pelaksa.naan tugas pokok dan 

fungsinya, serta memiliki fasilitas dalam menjalanan tugasnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya manusia di 

Kecarnatan Rhee, Kabupaten Sumbawa terutama staf operasional, baik 

jumlahnya maupun kualitasnya tidak cukup mendukung. Demikian pula 

kapasitas dan kecakapannya masih kurang terlatih. 

Surnberdaya anggaran juga dirasakan masih sangat kurang, 

terutama biaya operasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di 

Kecarnatan. Demikian pula sumberdaya peralatan untuk mendukung 

kegiatan operasional di Kecamatan dinyatakan belum mencukupi. Begitu 

pula dengan sarana mobilitas untuk menjangkau desa-desa di Kecamatan 

Rhee, dalam rangka monitoring dirasakan sangat terbatas. Termasuk 

didalamnya surnberdaya informasi termasuk kewenangan juga belum 

cukup mendukung. 

c. Disposisi 

Faktor disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan 

faktor lain dalam irnplementasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2008 di 

Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa. Dalam kaitan ini, implementor 

kebijakan haruslah memiliki kemauan, keinginan dan kecenderungan 

untuk mengirnplementasikan kebijakan yang ada. 

Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah­

satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi 

kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan 
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atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan 

maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan 

terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para 

pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi 

kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan 

menghadapi kendala yang serius. 

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang 

dikemukakan Edward m tentang "zona ketidakacuhan" dimana para 

pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang 

halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, 

menunda dan tindakan penghambatan lainnya. 

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus 

(2006: 162): 

"sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana 
kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau 
kegagalan implementasi kebijakan publik.Hal ini 
sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang 
dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat 
yang mengenal betul permasalahan dan persoalan 
yang mereka rasakan.Tetapi kebijakan publik biasanya 
bersifat top down yang sangat mungkin para 
pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak 
mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau 
permasalahan yang harus diselesaikan". 

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward DJ dalam 

Agustinus (2006: 159-160) mengenai disposisi dalam implementasi 

kebijakan terdiri dari : 
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1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan 

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 

kebijakan hila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang 

diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, 

pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah 

orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah 

ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. 

2. lnsentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk 

mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan 

memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan 

kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para 

pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. 

Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan 

menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan 

perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi 

kepentingan pribadi atau organisasi. 

Hasil penelitan menunjukkan bahwapara implementor dan 

semua stakeholder yang menghendaki agar implementasi kebijakan PP 

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan terus ditingkatkan. Namun 

demikian sikap dan komitmen masing-masing pihak terkait masih perlu 

diperkuat lagi. 
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d. Struktur Birokrasi 

Adanya kekurangan dalam struktur birokrasi dapat menjadi 

penghambat dalam implementasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2008 di 

Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa. Adanya fragmentasi organisasi, 

bisa jadi merintangi koordinasi yang diperlukan untuk 

mengimplementasikan dengan baik dan benar kebijakan PP Nomor 19 

Tahun 2008 tentang Kecamatan 

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering 

bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan.Keberadaan 

birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam 

organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya.Bahkan 

dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan 

suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winamo (2005:149-

160) mengidentiftkasi enam karakteristik birokrasi sebagai basil 

pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu: 

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan­

keperluan publik (public affair). 

2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi 

kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda 

dalam setiap hierarkinya. 

3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. 

4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas. 

5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu 

jarang ditemukan birokrasi yang mati. 
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6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh 

dari pihak luar. 

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut 

adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif 

terhadap implementasi suatu kebijakan. maka hal ini akan menyebabkan 

ketidakefektifan dan menghambatjalanya pelaksanaan kebijakan. 

Berdasakan penjelasan di a~ maka memahami struktur 

birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji 

implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards m dalam Winamo 

(2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: 

"Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". 

"Standard operational procedure (SOP) merupakan 

perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya 

serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks 

dan luas". (Winamo, 2005: 150). 

Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk 

menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan 

swasta.Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat 

mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk 

menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang 

kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas 

yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. 

Berdasakan basil penelitian Edward ill yang dirangkum oleh 

Winamo (2005:152) menjelaskan bahwa: 
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"SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi 
implementasi kebijalwn baru yang membutuhlwn cara­
cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk 
melaksanakan kebijalwn-kebijakan.Dengan begitu, 
semakin besar kebijalwn membutuhlwn perubahan 
dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, 
semakin besar pula probabilitas SOP menghambat 
imp/ementasi ". 

''Namun demikian, di samping menghambat implementasi 

kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan 

prosedur-prosedur perencanaan yang Juwes dan kontrol yang besar atas 

program yang bersifat fleksibel mungkin Jebih dapat menyesuaikan 

tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai 

ciri-ciri seperti ini". 

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam 

pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno 

(2005: 155) menjelaskan bahwa " fragmentasi merupakan penyebaran 

tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda 

sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar 

koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin 

berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan. 

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit 

dari banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi 

pokok yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. 

Berikut hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi 

berhubungan dengan implementasi kebijakan publik (Budi 

Winamo,2005:153-154): 
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"Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam irnplementasi 

kebijakan karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga 

atau badan yang berbeda-beda. Oi samping itu, masing-masing badan 

mempunyai yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas 

yang penting mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi 

yang menumpuk". 

"Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga 

akan menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas 

yang rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha 

mempertahankan esensinya dan besar kemumgkinan akan menentang 

kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan perubahan". 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor struktur birokrasi juga 

dirasakan masih menjadi kendala, terutama terkait dengan pembagian 

tugas yang jelas antara SKPD di Kabupaten. Hal ini juga terkait dengan 

belum adanya Peraturan Oaerah yang terkait dengan Kecamatan, dan 

belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). 

Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan adanya 

keseragaman dalam pelaksnaan tuas pokok dn fungsi di Kecamatan baik 

yang dilakukan oleh Kecamatan mauun SKPO lainnya. Dengan SOP 

memungkinkan para pejabat publik untuk membuat berbagai keputusan 

yangjelas dan terukur. 

Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan 

manajemen pelaksanana tugas pokok dan fungsi di Kecamatan dan 

SKPD, menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang harus menyiapkan 
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SOP masih belum cukup efektif mendukung implementasi kebijakan PP 

Nomor 19 Tahun 2008. Demikian pula dengan proses monitoring dan 

evaluasi masih diadakan sekederanya belum ada standarisasi maupun 

mekanisme yang jelas. 

2. Faktor pendukung dan pengabambat lmplementui kebijakan 

Dalam pembahasan ini akan diidentifikasi faktor pendukung dan 

penghambat implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kecamatan Rhee kabupataen 

sumbawa ,yaitu : 

Kesatu, faktor pendukung . Proses implementasi kebijakan terdiri 

dari berbagai aktor yang terlibat mulai dari manajemen puncak sampai 

pada birokrasi tingkat bawah. 

Dalam kaitannya dengan faktor pendukung implementasi kebijakan 

yang sering dilontarkan oleh Bupati Sumbawa selaku Top leader bahwa 

kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah oleb karena itu perlu 

dibangun komitmen bersama untuk lebih memahami dan lebih intens 

untuk mensosialisikan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2008 

tentang kecamatan kepada sernua Camat, Kepala SKPD dan masyarakat 

supaya lebih memahami dan rnengerti maksud dan tujuan dari PP nomor 

19 tahun 2008 tersebut sehingga kedudukan kecamatan kedepan dapat 

diperhatikan. 
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Kedua, faktor penghambat. Faktor penghambat implementasi 

kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kecamatan 

Rhee seringkali dipengaruhi oleh faktor : 

- Kualitas dan Kuantitas SDM yang tersedia di kecamatan Rhee 

dirasakan masih kurang sehingga menhambat implemtasi kebijakan 

PP nomor 19 tahun 2008, hal ini berkaitan juga proses komunikasi, 

Komunikasi yang efektif menuntut proses pengorganisasian 

komunikasi yangjelas ke semua tahap tadi. Jika terdapat pertentangan 

dari pelaksana, maka kebijakan tersebut akan diabaikan dan 

terdistorsi. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa: "semakin banyak 

lapisan atau aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan, semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang 

dihadapi". 

- Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga tidak 

bisa mendukung proses implementasi pelaksanaan PP nomor 19 tahun 

2008 tentang Kecamatan di Kecamatan Rhee. 
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A. Simpulan 

BABY 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dikemukakan, 

dan sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, dapat 

dikemukakan simpulan sebagai berikut: 

1. implementasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan di 

Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa dilihat Aspek, komunikas~ 

sumber-sumber, disposisilkecenderungan-kecenderungan atau tingkah 

laku-tingkah laku, dan struktur birokrasi sudah berjalan cukup baik. 

a. Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun 

2008 tentang Kecamatan di Kecamatan Rhee, sudah berjalan dengan 

baik melalui komunikasi langsung dan tidak langsung maupun melalui 

berbagai media, walaupun belum semua implementor di tingkat 

Kecamatan, SKPD Kabupaten dan Desa memahami dengan baik dan 

benar seluruh aspek penting dalam PP Nomor 19 Tahun 2008. 

b. Aspek sumberdaya dalam implementasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun 

2008 tentang Kecamatan di Kecamatan Rhee, belum memadai baik 

terkait dengan sumber daya manusia, anggaran, peralatan maupun 

sumberdaya informasi dan kewenangan. 

c. Aspek disposisi dalam implementasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun 

2008 tentang Kecamatan di Kecamatan Rhee belum terwujud sebagai 

suatu komitmen yang utuh pada tingkat implementor. 
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d. Aspek struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan PP Nomor 19 

Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kecamatan Rheemasih belum 

terlihat adanya gerakan yang samadi tingkat SKPO. 

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan PP Nomor 19 

Tahun 2008 tentang Kecamatan di Kecamatan Rhee adalah sebagai berikut: 

a. Faktor pendukung implementasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Kecamatan di Kecamatan Rhee disamping adanya Peraturan 

Perundang-undangan yang jelas, juga didukung dengan adanya 

komitmen yang kuat dari Bupati Sumbawa dalam pelaksanaan PP Nomor 

19 Tahun 2008 di Kabupaten Sumbawa. 

b. Faktor penghambat implementasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Kecamatan di Kecamatan Rhee, terutama terkait dengan jumlah 

dan kualitas SDM yang ada di Kecamatan, sarana dan prasarana yang 

kurang memadai. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan dari penelitian in~ dapat dikemukakan 

sejumlah saran sebagai bentuk rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sebagai berikut: 

l. Implementasi kebijakan PP Nomor 19 Tabun 2008 tentang 

Kecamatan di Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa. 

a Untuk memperbaiki implementasi kebijakan PP Nomor 19 Tahun 

2008 tentang Kecamatan, hal yang perlu diperhatikan adalah pada 
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aspek sumberdaya, baik sumber daya manusia, anggaran maupun 

sarana dan prasarana. 

b. Perlu terus ditingkatkan komitmen dari Kepala Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dan Camat serta aparatur terkait lainnya 

selaku implementor dalam pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2008 

sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

2. Faktor pendukung dan pengbambat implementasi kebijakan PP 

Nomor 19 Tabun 2008 tentang Kecamatan di Kecamatan Rhee. 

a. Kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan perlu terns ditingkatkan 

melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi kebijakan dan prosedur 

pelaksanaan, serta pembinaan dan pengawasan yang kontinyu. 

b. Perlu adanya Peraturan Daerah yang khusus terkait dengan Kecamaan 

serta adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan 

manajemen pemerintahan di Kecamatan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Untuk Bupati Kabupaten Sumbawa 

l. Bagaimana pemahannya terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 

pada umumnya dan khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan 

kecamatan? ...... ... ... .. .. . ......... . .. . ... .. ............ . ... .... . ... ............... . ................. . 

2. Bagaimana tanggapannya tentang peran dan kedudukan kecamatan secara normative 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan? 

3. Apakah disaat setelah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 ada 

permasalahan yang ditemui sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan 

kecamatan .... .. ....... . ...... .......................................... ... . .. . ... .... ... ... ... . .. .. .. . . 

4. Pemahamannya tentang keluhan yang disampaikan oleh para camat tentang kesulitan 

dalam peneyelenggaraan pemerintahan kecamatan 

5. Kebijakan yang telah dan akan dikeluarkan atau ditetapkannya berkaitan dengan 

pemerintah kecamatan ......... . .... .... .. .... . .. . .. . ... ... .. .... . .......... . ..... . ................. . 
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6. Sudah Sejauh mana upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap 

pergeseran peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan bagaimana 

respon yang diberikannya. ........ . . . . . ................... . .................. . ............. ......... . 

7. Apakah SDM pelaksana peraturan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang 

kecamatan secara kualitas dan kuantitas sudah memadai ? ...... ........................... . 

8. Bagaimana dengan kondisi financial , sarana dan prasarana untuk menunjang 

pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan. 
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Lampiran 3.3 

TRANSKRIP BASIL WAWANCARA 

Nama Narasumber Erwansyah,S.IP, Mec.Dev 

lA lam at . Jl. Garuda No. 1 Sumbawa 

lfempat Wawancara . Bag ian Pemerintahan Setda Kabupaten . 
Sumbawa 

lfanggal Wawancara . 30 Juli 2013 . 
~aktu Wawancara 1 Jam 

Pewawancara . Aliridha 

~asil Wawancara 

STRUKTUR BIROKRASI 

1. Pertanyaan Bagaimana pemahannya terhadap penerapan 

peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 

ten tang kecamatan pada umumnya dan 

khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan. 

Jawaban Bahwa pp 19 tahun 2008 sudah cuk:up memayungi 

kecamatan tetapi ada beberapa kebijakan yang tidak 

bisa dittangani karena SDM dan duk:ungan dana yang 

kurang. 

~. Pertanyaan Bagaimana tanggapannya tentang peran dan i 

kedudukan kecamatan secara normative 

berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 

tahun 2008 .. 

Jawaban Secara normative kurang maksimal dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya ditingkat 

kabupatenlk.ota. 

SUMBERDAYA 
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~ · Pertanyaan 

Jawaban 

~. Pertanyaan 

Jawaban 

~. Pertanyaan 

Jawaban 

. , Apakah disaat setelah implementasi peraturan 

pemerintah nom or J 9 tahun 2008 tentang 

kecamatan ada permasaJahan yang ditemui 

sehubungan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan. 

Masih ada beberapa masalah yang tidak bisa 

diselesaikan seperti batas desa, dll karena 

kecamatan belum dilengkapan SDM dan sumber 

pendukung daJam pelaksanaan kebijakan. 

Pemahamannya tentang keluhan yang 

disampaikan oleh para camat tentang kesulitan 

daJam peneyelenggaraan pemerintahan 

kecamatan? 

Semua keluhan camat belum semuanya bisa 

dilaksanakan karena keterbatasan jumlah SDM 

dan pagu anggaran yang diberikan kepada 

kecamatan. 

· • Sudah Sejauh mana upaya yang dilakukan 

pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap 

pergeseran peran camat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan dan bagaimana respon 

yang diberikannya. 

Sudah banyak kegiatan yang disampaikan 

kepada kecamatan karena SDM yang rendah 

sehingga agak sulit dilaksanakan. 
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TRANSKRJP BASIL WA WANCARA 

!Nama Narasumber . A.Malik Ali, SH . 
~.lam at Jl. Garuda No. 1 Sumbawa 

Tempat Wawancara . Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumbawa . 
Tanggal Wawancara . 30 Juli 2013 

Waktu Wawancara . 1 Jam . 
fewawancara . Aliridha . 

IHasil Wawancara 

STRUKTUR BIROKRASI 

I. Pertanyaan Bagaimana pemahannya terhadap penerapan 

Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 pada 

umumnya dan khususnya berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. 

Jawaban Pada umumnya cukup baik karena keberadaan 

kecamatan sebagai satuan kerja perangkat 

daerah harus diperluas .. 

~. Pertanyaan . Bagaimana tanggapannya tentang peran dan 

kedudukan kecamatan secara normative 

berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 

2008. 
! 

Jawaban Secara normative kedudukan camat cukup kuat ! 

namun masih terkendala dengan ketersediaan 

SDM/aparatur yang yang belurn memadai. 

B. Pertanyaan Bagaimana sikap bagian ini dalam mencermati 

kedudukan kecamatan saat ini? 

Jawaban Kedudukan kecamatan menurut pp 19 tahun 

2008 sudah cukup bagus karena kecamatan J 
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merupakan bagian dari perangkat daerah. 

~. Pertanyaan Sebaiknya bagaimana kedudukan kecamatan 

menurut pandangan bagian ini. 

Jawaban Kedudukan kecamatan kedepan harus 

diperhatikan. 
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TRANSKRIP BASIL WAW ANCARA 

Nama Narasumber M.Saad, S.AP 

~lamat dan No HP Jl. Cendrawasih No. Sumbawa Besar 

lfempat Wawancara Rumah Kediaman dan Komisi I DPRD Kab. 

Sumbawa 

lfanggal Wawancara . 31 Juli 2013 

1\V aktu Wawancara l Jam 

IPewawancara Aliridha 

flasil Wawancara 

Struktur Birokrasi 

l. Pertanyaan Bagaimana pemahannya terhadap penerapan 

peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2008 

pada umumnya dan khususnya berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan .. 

Jawaban . Penyelenggaran pemrintahan menurut PP nomor 

19 tahun 2008 sudah sangat jelas namun dalam 

pelakasanaannya masih terkendala dengan 

ketersedian SDM dan masih rancunya struktur 

pelyanan yang masih tumpang tindih dimana 

hubungan pelayanan dari tingkat bawah 

terkadang sering melangkahi pemerintah 

kecamattan dalam hal ini pemerintah desa 

terkadang langsung meneyelesaikan urusannya 

ke tingkat pemerintah kabupaten . 

2. Pertanyaan Bagaimana tanggapannya tentang peran dan 

kedudukan kecamatan secara normative 

berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 

tahun 2008. 

Jawaban Normative koordinasi antara kecamatan dan 
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pemrintah desa serta pemerintah kabupaten 

harus memilk.i persepsii dan pandangan harus 

sama sehiingga tidak menghambat pelayanan 

kepada masyarakat. 

3. Pertanyaan Bagaimana sikap bagian ini dalam mencennati · 

kedudukan kecamatan saat ini. 

Jawaban . Seyogyanya kebijakan bupati harus melalui 

kecamatan dan harus mengetahui kecamatan. 

4. Pertanyaan Sebaiknya bagaimana kedudukan kecamatan 

menurut pandangan bagian ini. 

Jawaban Paling tidahk harus ada perda khusus yang yang 

mengatur antara kecamatan dan desa sehingga 

ada kebersamaan. 

Komunikasi 

s. Pertanyaan Apa saja yang telah diusulkan kepada bupati 

terhadap keberadaan kecamatan saat ini. 

Jawaban Aturan diusulkan oleh bupati, pemah diusulkan 

oleh DPRD mengenai kebijakan pemerintah 

kecamatan dan pemerintah desa. 

Sumber- Sumber 

6. Pertanyaan . Apakah SDM pelaksana peraturan pemerintah nomor 

19 tahun 2008 tentang kecamatan secara kualitas dan 

kuantitas sudah memadai ? 

Jawaban SDM pendukung belum memadai oleh karena 

itu diperlukan peningkatan pengetahuan aparatur 

pemerintah kecamatan. 

7. Pertanyaan . Bagaimana dengan kondisi financial , sarana dan 

prasarana untuk menunjang pelaksanaan 

peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 

tentang kecamatan. 

Jawaban Kalau melihat dari kondisi financial sudah cukup 
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mendukung apalagi dari tahun ke tahun 

anggaran sudah diupayakan secara maksimal 

untuk mendukung semua kegiatan kecamatan. 
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TRANSKRIP BASR.. WAWANCARA 

Nama Narasumber H.Abdul Muis, S.AP 

~lam at Jl. Lintas Sumbawa Tano Krn.33 Rhee 
I 

lfempat Wawancara . Kantor Kecamatan Rhee Kab. Sumbawa 

lfanggal Wawancara . 01 Agustus 2013 

IWaktu Wawancara 1,5 Jam ! 

' 

IPewawancara Aliridha ' 

IHasil Wawancara . 

Struktur Birokrasl 

1. Pertanyaan . Pemahaman dan tanggapannya tentang tugas dan 

:fungsinya saat ini? 

Jawaban Cukup paham jika kurang jelas tetap kita 

koordinasi dengan pemkab sumbawa 

~. Pertanyaan . Hambatan-hambatan yang dihadapinya dalam 

melakukan koordinasi, pembinaan, 

pembimbingan, pendampingan dan pengawasan 

terhadap tugas-tugas yang ada ditingkat 

kecamatan maupun dalam penyelenggaraan 

pemerintahan de sa sebelum dan sesudah 

penerapan peraturan pemerintah nomnor 19 

tahun 2008 tentang kecamatan? 

Jawaban Terkadang program yang masuk dikecamatan 

yang dilaksanakan baik oleh pusat maupun 

pemprov maupun kabupaten ada yang tidak 

diketahui oleh camat sehingga kami kesulitan 

untuk melaakukan pengawasan. 

~. Pertanyaan Bagaimana masukan yang telah diberikan kepada 

Bupati sehubungan dengan peran baru yang 

dilaksanakannya saat ini 
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Jawaban 

Komunikasi 

~. Pertanyaan 

Jawaban 

~· Pertanyaan 

Jawaban 

6. Pertanyaan 

Jawaban 

Belum ada masukan ke bupati 

• 
1 Apakah aparat pemerintah kabupaten pernah 

menanyakan atau bahkan melakukan upaya unutk 

mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam 

menyelenggarakan pemerintahan kecamatan pasca 

penerapan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 

2008 tentang kecamatan, serta bagaimana bentuk 

upaya tersebut? 

Pernah dalam hal rencana pemekaran desa rhee 

loka dengan dusun meno, namun belum dapat 

d irealisasikan 

Bagaimana tanggapannya terhadap keluhan­

keluhan unit-unit pelaksana teknis dinas 

kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas 

teknis yang memerlukan bantuan pihak. 

kecamatan. 

. , Pemerintah kecamatan tetap melayani jika ada 

keluhan dari KUPT-KUPT ditingkat kecamatan 

kami langsung meneruskan ke tingkat kabupaten 

terhadap masalah-masalah yang mereka 

keluhkan. 

Bagaimana tanggapannya mengenai aspirasi atau 

keinginan masyarak.at desa, berkaitan dengan 

perencanaan dan pelak.sanaan pembangunan di 

de sa. 

• I Kami sangat mendukung aspirasi masyarakaat 

untuk membangun desa namun harus sesuai 

dengan aturan yang berlak.u dan tidak. 

menciderai adat istiadat dan budaya 
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Disposisi, Kecenderungan-Kecenderungan 

7. Pertanyaan 

Jawaban 

8. Pertanyaan 

Jawaban 

9. Pertanyaan 

Jawaban 

lO. Pertanyaan 

Pemahaman dan tanggapannya tentang 

pennasalahan yang sangat menonjol akhir-akhir 

ini, terutama hubungannya dengan koordinasi 

terhadap tugas-tugas teknis ditingkat kecamatan 

dan koordinasi antar desa. 

Terhadap dinas-dinas tekhnis yang ada 

dikecaamatan telah dilakukan koordinasi­

koordinasi agar mereka dappat membantu tugas 

carnat berkaittan dengan tugas-tugas tekhnis 

dilapangan 

Bagaimana pemahaman dan tanggapannya 

tentang produk aturan dalam bentuk perda, 

keputusan bupati atau surat edaran yang 

disampaikan oleh bupati berkaiatan dengan 

fungsi dan kedudukan camat dalam 

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. 

Sangat diperlukan sebagai dasar dalam 

pelaksanaan aturan tugas ditingkat kecarnatan 

sehingga penerappannya dengan mudah dapat 

dipahami untuk dilaksanakan dengan sebaik­

baiknya. 

Bentuk tugas dan fungsi yang bagaimana yang 

diberikan oleh bupati, berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. 

Koordinasi, peencanaa, pembinaan, pengawsan, 

evaluasi kegiattan,pembangunan sosial 

kemasyarakatan melalui partisipasi, 

melaksanakan kamtibmas bersama seluruh 

elemen masyarakat, polri dan 1NI. 

Untuk saat ini tugas-tugas yang bagaimana 
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masih dilaksanakan oleh camat. 

Jawaban Sarna dengan poin 9 

SumberDaya 

11 . Pertanyaan Apakah SDM pelaksana peraturan peraturan 

pemerintah nom or 19 tahun 2008 tentang 

kecamatan secara kualitas dan kuantitas sudah 

memadai ? 

Jawaban Belum cukup memadai dari segi kwalitas. 

12.Pertanyaan Bagaimana dengan kondisi financial , sarana dan 

prasarana untuk menunjang pelaksanaan 

peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 

tentang kecamatan. 

Jawaban Jika memungk.inkan diperbaiki terhadapp 

kondisi yang ada . 
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TRANSKRIP HASll.. WAW ANCARA 

Nama Narasumber Ramli, S.AP 

~lam at . Desa Rhee Loka 

rrempat Wawancara Penjabat Kepala Desa Rhee Loka 

lfanggal Wawancara 01 Agustus 2013 

~ aktu Wawancara . 40 Menit . 
Pewawancara . Aliridha 

IHasil Wawancara . 
Struktur Birokrasi 

1. Pertanyaan . Pemahaman dan tanggapannya tentang isi dan makna . 
Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang 

kecamatan terutama berkaitan dengan keberadaan 

kecamatan. 

Jawaban . Bel urn begitu paham karena bel urn ada 

sosialisasi terhadap pp tersebut. 

~. Pertanyaan Pemahaman dan tanggapannya tentang fungsi, 

tugas dan keberadaan pemerintahan kecamatan 

sebelum dan sesudah penerapan Peraturan 

pemerintah nomor 19 tahun 2008. 

Jawaban . Menurut kami fungsi tugas sudah cukup jelas 

diatur dalam perda sehingga kami cukup 

memahami walaupun dalam pelaksnaanya ada 

yang perlu dikoordinasikan baik dengan 

pemerintah kecamatan maupun dengan 

pemerintah kabupaten baik sebelum maupun 

sesudah penerapan pp nomor 19 tahun 2008 . 

~· Pertanyaan Bagaimana sarannya tentang tugas dan fungsi 

camat yang seharusnya. 

Jawaban . Diharapkan pemerintah keccamatan dapat 
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~· Pertanyaan 

Jawaban 

~ . Pertanyaan 

Jawaban 

~· Pertanyaan 

Jawaban 

~. Pertanyaan 

Jawaban 

melaukan pmebinaan kedesa-ddesa setiaap 

bulannya baik pembinaan administrasi 

pemerintahan maupun pembinaan aparatur desa 

supaya kami dapat lebih memahami keberadaan 

pemrintah kecamatan. 

Apakah ada kesulitan dengan kedudukan 

pemerintah desa yang saat ini secara structural 

tidak lagi berada dibawah pemerintah 

kecamatan, jika ada bentuk hubungan yang 

bagaimana sebaiknya diterapkan. 

· · Tidak ada kesulitan karena pemerintah 

kecamatan selalu dapat melayani jika diperlukan 

untuk koordinasi dan konsultasi. 

, 1 Bentuk intervensi yang bagaimana, yang masih 

saja diperankan oleh camat saat ini. 

Jarang teljadi intervensi oleh camat walaupun 

ada namun masih dalam batas-batas kewajaran 

Contohnya masalah penertiban bidang 

pertanahan 

Jika ada urusan yang berhubungan dengan 

kecamatan apakah ditemui hambatan birokratis 

yang sangat berbelit-belit atau sebaliknya, jika 

dibandingkan dengan sebelum penerapan 

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 

tentang kecamatan. 

Tidak 

Kritik, saran dan dukungan apa saja yang 

diberikannya, berkaitan dengan peran atau 

intervensi pemerintah kecamatan dalam 

pelaksanaan tugas-tugas desa. 

Berikan kesempatan pada pemerintah desa untuk 
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menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan 

dengan bidang tugasnya, boleh intervensi dalam 

hal pengawasan tugas dan fungsi. 

Komunlkasl 

8. Pertanyaan Bagaimana mengenai keterikatan yang 

dirasakannya dalam penyelenggaraan tugas-

tugas desa terhadap pemerintah kecamatan. 

Jawaban Tidak ada masalah, yang penting masih dalam 

batas koridor aturan hukum yang berlaku 

selamaa ini tetapp berjalan baik 

~- Pertanyaan Bentuk evaluasi yang bagaimana yang pemah 

dilakukan oleh pemerintah, baik tingkat 

kecamatan maupun kabupaten. 

Jawaban Evaluasi terhadap laporan keuangaan desa, 

evaluasi terhadapp pembangunan fisik desa, 

evaluasi terhadap perkembangan sosial ekonomi 

masyarakat. 
: 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT RHEE 

KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

r······-··-·-·-··----·-······-·······-··----··-··--
1 

I 

I 

I 

I 

I 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

KASI 
PEMERINTAHAN 

KASI TRANTIB 

CAMAT 

! 
Kassubag.program 

&keuangan 

KASI SOSMASY 

SEKRETARIS 

KECAMATAN 

! 
Kassubag umum 

& kepegawaian 

KASI EKBANG 
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